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KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

coa.

1.

BUPATI TORAJA UTARA,

bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
dan pelaksanaan pembangunan yang berdasarkan prioritas,
sasaran serta sinergitas program Pemerintah, maka
dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020;

bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
Pemerintah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah
Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2021;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Toraja Utara Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4874);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6123);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang
Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6133);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evalunasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka  Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
31 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6344);
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2019-2023;

Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
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Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 (Berita Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 25);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten
Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja
Utara Nomor 3);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja
Utara Nomor 61);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara
Nomor 63).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DRPD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah yang  berkedudukan sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjut
disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan tahunan Perangkat Daerah.

BAB II
MAKSUD
Pasal 2

RKPD Tahun 2019 disusun dengan maksud:

a. menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam
menyusun renja Perangkat Daerah Tahun 2020;

b. menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam
menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (KUA) Tahun 2020; dan

c. menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam
menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2020.

BAB III
KEDUDUKAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 3

RKPD Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan,
penelitian dan pengembangan Daerah dalam jangka
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waktu 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari 2020 dan
berakhir 31 Desember 2020.

Pasal 4

(1) Dalam rangka menyusun RAPBD Tahun Anggaran
2020, Pemerintah Daerah menggunakan RKPD tahun
2020 sebagai bahan pembahasan KUA dan Prioritas
Anggaran di DPRD.

(2) Perangkat Daerah menggunakan RKPD tahun 2020
dalam melakukan pembahasan Renja Perangkat
Daerah dan Anggaran Perangkat Daerah dengan
DPRD.

BAB IV

LAPORAN
Pasal 5

(1) Perangkat Daerah membuat Laporan Kinerja Triwulan
dan Tahunan atas pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah dan Anggaran yang berisi uraian tentang
keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-
masing program.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Kepala
Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Toraja Utara paling lambat 10
(sepuluh) hari setelah berakhirnya triwulan yang
bersangkutan.

(3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan
pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan
anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh
Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 6

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah menelaah kesesuaian antara Renja Perangkat
Daerah dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2020 hasil
pembahasan bersama DPRD dengan RKPD tahun 2020.
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! Pasal 7
Rincian R$PD tahun 2020 tercantum dalam Lampiran
dan memi)akan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB V

} KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan ' Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundan, .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan  Peraturan Bupati ini  dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja

Utara.
Ditetapkan di Rantepao
~pada tanggal 29 Junt 219
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Diundangkan di Rantepac et

pada tanggal 29 Juai 2019 |




